WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan  Minimal
Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Tim Penerapan
Standar Pelayanan  Minimal ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/ Walikota, maka Peraturan Walikota
Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota
Sawahlunto perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor
62 Tahun 2019 tentanf Tim Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota
Sawahlunto;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran




Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturaan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan  Minimal (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

7  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN

PERARATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO.

Pasal 1

Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tim
Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2019 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahjunto
pada tanggal 3 Janfiari 2022

WALIKOTA SAW UNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS [@ KOTA SAWAHLUNTO

AMBUN KADRI
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 2



